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PUTUSAN

Nomor 1121/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 

pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah 

tangga, Alamat  ALAMAT,  Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai 

Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Wiraswasta 

(Counter Hand Phone), Alamat: ALAMAT, Kabupaten Bekasi, selanjutnya 

disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar  pihak  Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam  surat gugatannya tertanggal 09 

September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 

1121/Pdt.G/2014/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat 

terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa 

Barat, sebagai ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 582/44/XII/2008 15 

Desember 2008

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di langsungkan berdasarkan 

kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta’lik talak yang bunyinya 

sebagaimana tercantum dalam buku nikah

4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah 

bercerai  

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah 

kediaman bersama yang bertempat tinggal di: ALAMAT, Kabupaten Bekasi

6. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan tergugat di karuniai 1 

orang anak yang bernama : NAMA ANAK (laki-laki) tanggal lahir Bekasi 06 

November 2009.

7. Bahwa anak-ana tersebut ikut dan diurus oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi 

Tergugat selalu meminta agar anak tersebut diurus dan dipelihara olehnya, 

sedangkan anak-anak tersebut masih sangat memerlukan asuhan ibunya mengingat 

usianya masih kecil / belum dewasa dan belum bisa mengurus dirinya sendiri demi 

pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut maka Mohon Penggugat di tetapkan 

sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak Penggugat yang bernama ANAK 

(laki-laki) tanggal lahir Bekasi 06 November 2009.

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan 

harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 mulai tidak rukun karena terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

9. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat 

dengan Tergugat disebabkan 

a. Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan lain yang bernama NAMA 

yang berasal dari Bandung

b. Tergugat sering mengusir dan ringan tangan terhadap penggugat dengan 

memukul dan menendangi Penggugat dan mengancam dengan senjata tajam 

(KDRT) 

c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan orang tua Penggugat

d. Tergugat sering menuduh Penggugat mengambil uang Tergugat

e. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan

f. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak 04 Juli 2014
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10.Bahwa semula Penggugat telah berusaha bersabar dan telah beberapa kali 

menyarankan kepada Tergugat untuk merubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak 

pernah menanggapinya dan marah-marah, bertindak kasar;

11.Bahwa Pada puncaknya pada bulan Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah 

pisah tempat tidur sampai sekarang sudah berjalan ± 2 bulan;

12.Bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai ke 

Pengadilan Agama Cikarang. Dengan Nomor Perkara 841/pdt.G/2014/PA.Ckrg. akan 

tetapi perkara tersebut di gugurkan pada tanggal 21 Agustus 2014

13.Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Penggugat 

telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk 

mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut 

tidak membuahkan hasil;

14.Bahwa dengan alasan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sebagaimana alasan-alasan/dalil-dalil di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana 

yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

15.Bahwa dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap 

melanjutkan dan mempertahankan keluarga (rumah tangga) dengan Tergugat, 

sesuaidengan UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentangperkawinan. Sehingga apabila 

tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, 

sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

16.Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Permohonan untuk mengajukan 

Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus 

menerus dan tak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah 

memenuhi unsur pasal 19 huruf(f) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 

116 huruf (d) dan (f) kompilasi hukum islam sehingga berdasar hukum untuk 

menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan;

17.Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 yang di 

ubah oleh UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No.28/

TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan 
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Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan 

Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pengugat dan Tergugat 

untuk di catat dalam register yang tersedia itu;

18.Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Cikarang agar memerintahkan kepada Tergugat NAMA 

menjatuhkan talak satu ba’in sughro kepada Penggugat NAMA;

19.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

            Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat 

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memanggil 

Penggugat dan Tergugat untuk di periksa dan di adili, agar selanjutnya menjatuhkan 

putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan 

putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan 

Agama di tempat tinggal Penggugat danTergugat dan Kantor Urusan Agama 

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang 

tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, saya mohon 

putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat 

telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula 

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas 

panggilan yang dibacakan dipersidangan  Tergugat telah dipanggil secara sah dan 

patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan  disebabkan oleh suatu 

halangan yang   sah;  
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Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap 

perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, 

tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara 

yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk 

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati 

Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat 

namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang 

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka 

Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-

dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti  surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 3171034710810009 

Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi tertanggal 23 Oktober 2012 telah dinazegellen 

dan  dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti 

P.1);

2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Cikarang Selatan Nomor 582/44/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 

telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan 

diberi kode (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat 

juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis 

mengaku bernama:

1. SAKSI , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang tempat tinggal di 

ALAMAT, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang 

secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk 

mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah 

kandung Penggugat;
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• Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah 

dikaruniai satu orang anak;

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan Bumi 

Cikarang Makmur;

• Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun sejak awal tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi karena sering 

terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

• Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah menikah lagi 

dengan wanita lain dan tidak terbuka masalah keuangan dan pernah menuduh 

Penggugat mengambil uang Tergugat;

• Bahwa akibat dari ketidak rukunan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah 

berpisah ranjang sekitar dua bulan yang lalu;

• Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun 

kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat 

dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.  SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal 

ALAMAT Kab.Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang 

secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk 

mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut: 

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah   

Pembantu Penggugat;

• Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan 

sampai sekarang telah dikaruniai keturunan satu orang anak ;

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Cikarang 

Makmur kabupaten Bekasi;

• Bahwa  pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering 

terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

• Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dan masalah 

keuangan rumah tangga;
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• Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat 

telah berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan 

secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan 

selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon 

putusan;

 Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya 

telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk 

mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, 

yangmerupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti 

diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan 

sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang 

domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka 

dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) 

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka 

perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 

82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah 

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati 

Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak 

berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta 

Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P.2), yang dikuatkan oleh keterangan 
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dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai 

suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan 

berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap 

dipersidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk 

membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa 

yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara 

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit 

untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah 

berpisah ranjang sekitar tiga bulan yang lalu yang disebabkan sebagaimana alasan-

alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim 

menilai Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat  maka pada 

dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat  dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara 

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk 

memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan 

keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang 

saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang yang 

puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang walaupun masih 

tinggal dalam satu rumah, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan 

Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga 

Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-

fakta hukum sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering 

terjadi percekcokan dan perselisihan ;

2. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcokan  tersebut antara Penggugat dan 

Tergugat telah pisah ranjang sekitar tiga bulan yang lalu;

4. Bahwa saksi Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, 

namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi 

merukunkan keduanya dan menurut kedua orang saksi rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim 

berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada 

puncak perselisihan dan percekcokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan 

sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut 

dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah ranjang hal ini merupakan 

suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik dan 

saksi keluarga telah berusaha menasehati  keduanya, namun usaha tersebut tidak 

berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

mungkin lagi untuk dipersatukan ;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami 

yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk 

membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana 

semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan 

Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan 

untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah 

dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang 

lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan 

oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR 

gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk 

dikabulkan dengan verstek;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh 

Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan percekcokan dalam rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu 

terjadi, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan 

saksi-saksi  yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah 

terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan 

kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasihati 

Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan 

Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah 

tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang 

merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi 

perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam 

surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 

dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan 

suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling 

pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi 

berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua 

belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum 

maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa 

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih  pendapat ahli fiqih 

dalam Kitab Ahkamul Qur'an  Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya:

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak 

menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di 

atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh 

Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan 
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang 

mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat 

dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk 

dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 jo Pasal 84  Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan 

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis Hakim memerintahkan kepada 

Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini 

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan KUA tempat tinggal Penggugat dan 

Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 

89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang 

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini 

dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syara'  yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat 

(TERGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirikan salinan 

putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama 

Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilaksanakan dan KUA yang 

mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register 

yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.346.000,- 

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
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Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang  pada hari Senin tanggal 13 

Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1435 H. dalam 

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. HJ. 

SAHRIYAH, S.H., M.SI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DRS. M. NUR SULAEMAN, 

MHI dan DRS. TAUHID, SH.MHI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh 

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh 

para Hakim Anggota serta DRA. NIA SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti dan 

dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd..

DRA. HJ. SAHRIYAH, S.H., M.SI.

Hakim Anggota

Ttd.

DRS. M. NUR SULAEMAN, MHI

         Hakim Anggota
Ttd.

           DRS. TAUHID, SH.MHI

Panitera Pengganti

Ttd.

                                                       DRA. NIA SUMARTINI 

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.    30.000,-

2. Biaya Proses       : Rp.    50.000,-

3. Biaya Panggilan     : Rp.  255.000,-

4. Redaksi                  : Rp.      5.000,-

5. Materai                   : Rp.      6.000,-                                     

Jumlah                        : Rp.   346.000,-(Tiga ratus empat puluh enam  ribu rupiah).
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… 2013

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PANITERA

Pengadilan Agama Cikarang

  R. JAYA RAHMAT, S.Ag. M.Hum

CATATAN:

           Salinan Putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaan 

sendiri pada tanggal ,…………………………dan belum/telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap.
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